BAB I1

TELAAH LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah

turan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan — peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran — pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan

pemerintahan. Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment.

selain budgeter, yaitu

alah sebagai

a) stelsel,

objek (penghasilan yang
nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah

baru dapat

asilan riil
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b. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur
oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal
tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang
untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak
yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu
akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelse/ nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun
besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada
pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah
kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil,

maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
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a. Sistem Official Assesment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

intah (fiskus) untuk menentukan

gai berikut.

terutang

ketetapan

ngutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak
untuk  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

arus di

pe tan pa g memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau
organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan
kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam
pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menurut
Waluyo (2012), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menurut Harjo (2013), kepatuhan perpajakan
adalah keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan

dan melaksanakan hak perpajakannya.

Keefektifan penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh
kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Menurut Siregar, dkk (2012)
kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu
sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua
kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Harjo (2013) macam-macam kepatuhan adalah sebagai

berikut:

18
Pengaruh Kesadaran..., Monika Stefani, FB UMN, 2014



Macam — Macam Kepatuhan

l.

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan
dalam perundang-undangan perpajakan. Contoh : menyampaikan

SPT tepat waktu.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana WP secara
substantive (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material
perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan
perpajakan. Contoh : mengisi SPT dengan baik, benar (jujur), dan

lengkap.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara

Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut

(Tiraada, 2013).

a.

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT) dalam 3 tahun terakhir.

Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir
untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan
tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Mas pajak

berikutnya.
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d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, meliputi keadaaan pada tanggal 31 desember
tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak

termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan
disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan
rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang
menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas
laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public
yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas

akuntan publik.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak (X;)

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak
itu sendiri (Waluyo, 2011:6). Pada umumnya terdapat dua macam

fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran — pengeluaran pemerintah. Sebagai
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contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan

dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras,

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Dengan mengerti dan memahami fungsi dari pajak yang
dibayarkan, wajib pajak akan lebih sadar untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan unsur dalam
manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau
menyikapi terhadap realitas (Arum, 2012). Menurut Musyarofah
dan Purnomo (2008), kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti
wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan
tujuan pembayaran pajak. Sehingga diperlukan kesadaran wajib
pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai
pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran perpajakan
adalah suatu kondisi dimana sescorang mengetahui, mengakui,
menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta
memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa
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besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan
pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka
pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Manik Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan
(2011), wajib pajak yang dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai

dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
Menurut Suhartono dan Ilyas (2010), hak dan kewajiban wajib
pajak adalah sebagai berikut:
1. Hak-hak WP, adalah sebagai berikut.
a. Dalam hal penyetoran pajak, antara lain:
1) mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) apabila
terjadi kesalahan pengisian SSP,
2) mengajukan permohonan melakukan penundaan atau

angsuran penyetoran pajak.
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b. Dalam hal pelaporan pajak, antara lain:

1) Berhak melakukan pembetulan atau perpanjangan
penyampaian SPT,

2) berhak mengajukan permohonan restitusi/kompensasi
apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak.

c. Dalam hal pemeriksaan pajak, antara lain:

1) WP berhak meminta dasar koreksi pemeriksaan apabila
dilakukan pemeriksaan.

d. Dalam hal terdapat surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPN,

SKPLB, SKPKBT, STP), antara lain:

1) WP berhak mengajukan permohonan keberatan,
pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, atau
penghapusan sanksi administrasi,

2) WP berhak mengajukan banding kepada Badan
Pengadilan Pajak apabila atas permohonan keberatan
ditolak sebagian atau seluruhnya,

3) atas keputusan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak
dan penghapusan sanksi administrasi tidak dapat diajukan
banding,

4) WP berhak melakukan penundaan atau angsuran
pembayaran utang pajak yang tercantum dalam ketetapan

pajak.
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e. Dalam hal penagihan pajak, WP berhak melakukan gugatan
kepada Badan Peradilan Pajak apabila pelaksanaan penagihan

pajak tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Hak-hak WP, adalah sebagai berikut.

a. Wajib menyetor pajak sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan .

b. Wajib melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sesuai dengan
batas waktu yang telah ditentukan.

c. Wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan  sesuai
dengan ketentuan perpajakan.

d. Wajib menyimpan dokumen dan pembukuan sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan.

e. Wajib meminjamkan dokumen/pembukuan pada saat
dilakukan pemeriksaan.

f. Wajib memberikan kesempatan dan membantu kelancaran

pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh
Arum (2012), terdapat hasil penelitian untuk kesadaran wajib pajak
secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.
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Berdasarkan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
Ha;: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik,
universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber.
Peringatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi
riil. Pengetahuan pada dasarnya adalah suatu proses psikologis dari
peringatan, dimana proses psikologis merupakan suatu
pengorganisasian hasil pengamatan inderawi, isyarat-isyarat, dan
lambang-lambang yang informasi bagi individu (Indhasari, 2006)
dalam (Supriyati, 2012). Pengetahuan adalah berbagai gejala yang
ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal.
Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya
untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah

dilihat atau dirasakan sebelumnya. (Ghoni, 2012).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai
konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang
berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif

pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai
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dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan
perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan
Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat
Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan
atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang
terutang. Pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib
pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak

(Supriyati dan Hidayati, 2007) dalam (Supriyati, 2012).

2.1.3.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Harjo (2013) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksankan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak.

b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi  perpajakan. Dalam  hal

berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
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diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) yang dimilikinya.

c. Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung

lainnya, seperti ; pembebasan atas Fiskal Luar Negeri
sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi
salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat

pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Berdasarkan = Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.

73/PMK.03/2012, maka kewajiban untuk mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut.

1.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat

usaha mulai dijalankan.

Wajib Pajak badan wajib = mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat

usaha mulai dijalankan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha
atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah
penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang

disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
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(PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

paling lama pada akhir bulan berikutnya.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi selain dari yang disebutkan di

atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.1.3.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan

Untuk suatu Masa Pajak/
a) SPT Masa Pajak Penghasilan
b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut

Pajak Pertambahan Nilai

I. Surat pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk Tahunan Pajak atau Bagian

Tahunan Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT):
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1. Bagi Wajib Pajak PPh, SPT berfungsi untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan

melaporkan tentang :

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan
atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun

pajak atau bagian tahun Pajak;

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau
bukan objek pajak;

c. Harta dan kewajiban;

d. Penyetoran dari pemotong/pemungut pajak orang

pribadi/badan lain dalam I(satu) masa pajak.

2. Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN
dan PPnBM vyang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan tentang :

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak

Keluaran;

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak

dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
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3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak
yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya (Harjo,

2013).

Berdasarkan peneclitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh
Siregar dkk (2012) memperoleh hasil terdapat pengaruh pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian
tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib
pajak dalam bidang perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan
mereka dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

Ha, : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

2.1.4 Pelayanan Fiskus (X3)

Pelayanan adalah suatu proses bantuan-kepada orang-lain dengan
cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,
2003:3) dalam (Supadmi, 2009). Menurut Arum (2012), pelayanan
adalah cara melayanai (membantu mengurus atau menyiapkan segala
kebutuhan yang diperlukan seseorang). Fiskus merupakan petugas

pajak, jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas
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pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala
keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah
wajib pajak (Jatmiko, 2006) dalam (Arum, 2012). Pelayanan fiskus
adalah - pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itiu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan
fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki
keahlian (skil/l), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman
(experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan
perundang-undangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai

pelayan publik (Siregar dkk, 2012).

Menurut Supadmi (2009), hakikat pelayanan umum adalah sebagai

berikut.

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana
pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan

efektif).

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta
masyarakat dalam  pembangunan serta  meningkatkan

kesejahteraan masyarakat luas.
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Dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus diharapkan dapat
meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga dapar meningkatkan
kepatuhan dalam bidang perpajakan. Berikut ini merupakan rangkaian
kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan adalah sebagai berikut (Supadmi, 2009).

a. Pelayanan umum yang sederhana
Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak
menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya,
persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak
mencari kesempatan dalam kesempitan.

b. Pelayanan umum yang terbuka
Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan
penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau
norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam
memberikan  pelayanan agar tidak timbul  keinginan
mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus
diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.

c. Pelayanan umum yang lancar
Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang
kecepatan dalam menghasilkan output.

d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat
Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat

waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal
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kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat
pada waktu wajib pajak mempunyai uang.

e. Pelayanan umum yang lengkap
Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan.
Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung
sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.

f. Pelayanan umum yang wajar
Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah
menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat,
pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan
pelanggan.

g. Pelayanan umum yang terjangkau
Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelayanan yang

diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

Menurut Winerungan (2013), hak dan kewajiban fiskus adalah

sebagai berikut:
1. Hak Fiskus

Menurut (Ilyas dan Burton, 2010:210) dalam (Winerungan, 2013)
hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia

adalah sebagai berikut:
a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan

b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak

33
Pengaruh Kesadaran..., Monika Stefani, FB UMN, 2014



c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan

aan dan penyegelan

i sanksi administrasi

ak Lebih Bayar

d. Kewajiban akan putusan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan
pelayanan

itu maka
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2.1.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

Penelitian Musyarofah dan Purnomo (2008), menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi, dan hasrat membayar pajak
secara statistik berpengaruh sifgnifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Penelitian Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa
persepsi tentang sanksi, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian
Siregar dkk (2012) secara simultan menunjukkan pengetahuan
perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha; : Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan

pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak.

2.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan
kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi
kerja. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bidang

industri, pertanian, perdagangan, dan lainnya.

2.2 Model Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat hubungan antarvariabel penelitian yang
menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan
perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan kerangka pemikiran

yang telah dirumuskan, maka disajikan model konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

Kesadaran Wajib Pajak (X;)

Pengetahuan Perpajakan (X;) Kepatuhan Wajib

Pajak (Y)

Pelayanan Fiskus (X3)
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